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a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Konawe 
Kepulauan sebagai daerah otonom, telah berdampak 
pada semakin pesatnya perkembangan bangunan 
permukiman, bangunan sarana umum serta jalan 
sebagai sarana lalu lintas masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat 
untuk memperoleh informasi dan mengenal identitas 
jalan dan bangunan serta sarana umum, perlu 
dilakukan penataan dengan pengaturan pemberian 
nama terhadap jalan dan sarana umum serta 
penomoran terhadap bangunan yang ada; 

c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
hufu b, diperlukan juga untuk memberi kepastian 
hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam 
memberikan nama jalan dan sarana umum serta 
melakukan penomoran bangunan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan 
Jalan dan Sarana Umum Serta Penomoran 

BUPATl KONAWE KEPULAUAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NO MOR : ' TAHUN 2019 
TENTANG 

PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM 

SERTA PENOMORAN BANGUNAN 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5415); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 

Mengingat 
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Exro11kiroem B@h11201s;o Kgpaws; Keputayag. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. 
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman 

Kabupaten Konawe Kepulauan. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN 
DAN SARANA UMUM SERTA PENOMORAN BANGUNAN. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuaan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE 

KEPULAUAN 
dan 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2014 ten tang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5594); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3). 
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~-------------~o=a~s=a~r __ terminal. 

6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas umum. 
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh 

instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok 
masyarakat untuk kepentingan sendiri; 

8. Jalan Desa/Jalan Lingkungan adalah jalan umum 
yang menghubungkan kawasan dan/ atau an tar 
pemukiman serta jalan lingkungan di dalam wilayah 
desa/ kelurahan; 

9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem 
jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan 
nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan 
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 
ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 
kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan 
urnum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam 
wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; 

10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem 
jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota 
provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar 
ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi; 

11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor 
dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan 
strategis nasional, serta jalan tol; 

12. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 4 
(em pat) meter, tempat/ jalan kecil di kampung 
kampung ataupun di perkotaan yang diperuntukkan 
bagi lalu lintas pemukiman setempat; 

13. Nama Jalan adalah kata yang diberikan kepada suatu 
jalan sebagai identitas untuk membedakan antara 
jalan yang satu dengan jalan yang lain; 

14. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan 
dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang 
dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti 
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Pasal 2 
( 1) Maksud pernberian narna jalan dan sarana um.urn 

serta penornoran bangunan adalah untuk memberikan 
identitas terhadap jalan dan sarana um.um serta 
bangunan yang ada dalarn daerah. 

(2) Tujuan pemberian narna jalan dan sarana um.urn 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk: 
a. menertibkan penarnaan jalan dan sarana umum 

serta penornoran bangunan; 
b. rnernudahkan mernperoleh inforrnasi dan alamat, 

baik bagi pemerintah dan utamnya bagi masyarakat 
yang berkepentingan; 

c. penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan jasa 
seseorang atas perjuangnnya dalarn pernbangunan 
baik tingkat nasional, regional dan daerah; 

d. melestarikan budaya daerah berdasarkan 
karakteristik/ kearifan lokal; 

e. lebih rnengenal narna-narna flora, fauna dan benda 
benda lain yang memiliki nilai sejarah atau 
keistimewaan dan keunikan tertentu; dan 

f. tertib adrninistrasi dalarn pengelolaan aset milik 

daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

monurnen, tugu/rnenara, dan lain-lain; 

15. Bangunan adalah rumah ternpat tinggal, perkantoran, 

pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah 

Kabupaten Konawe Kepulauan; 

tam.an, alun-alun, stadion, perternuan/ aula, 
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Pasal 5 
Prinsip-prinsip dalam penamaan jalan dan sarana umum, 
adalah sebagai berikut: 
a. menggunakan nama pahlawan nasional atau peristiwa 

bersejarah, atau nama tokoh daerah atau tokoh 
masyarakat lokal, yang dianggap berjasa dan telah 
meninggal dunia, a tau nama/ kata yang mencerminkan 
adat dan kebudayaan lokal, atau nama-nama flora dan 
fauna, atau nama-nama geografis, atau kata yang 
mencerminkan nilai-nilai religius/keagamaan, atau 
nama/ kata yang mencerminkan semangat 
mernbangun, kegotong royongan, persatuan dan 
kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan nilai-nilai 
Pancasila; 

b. tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, 
kepatutan dan ketertiban umum, serta tidak 
menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan; 

r: tin~k mPm~k~i istil~h ~sinP' n~m~ nPn1s~h~~n mPrk 

nama; 
(2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jalan 
umum dan jalan khusus, serta sarana umum, baik 
yang dikuasai dan/ a tau dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah, maupun yang dimiliki oleh swasta atau 
perorangan. 

Pasal 4 
( 1) Setiap jalan dan sarana um um harus mempunyai 

Pasal 3 
Bupati berwenang memberikan nama jalan dan sarana 
umum yang ada dalam daerah; 

BAB III 

KEWENANGAN DAN PRINSIP PEMBERIAN NAMA JALAN 

DAN SARANA UMUM 
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Pasal 7 
(1) Jenis jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 

(1) huruf (a) dan (b) menggunakan nama pahlawan 
nasional atau tokoh daerah. 

(2) Jenis jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 
(1) huruf (c) menggunakan nama: 
a. Jalan Kelas I, Kelas II dan Jalan Kelas Khusus 

menggunakan nama pahlawan nasional atau 
peristiwa nasional bersejarah atau nama tokoh 
daerah; dan 

b. Jalan Kelas III menggunakan nama tokoh daerah, 
atau nama/ kata yang mencerminkan adat dan 
kebudayaan lokal, atau kata yang mencerminkan 
nilai-nilai religius/keagamaan, atau nama 
flora/fauna, atau nama-nama geografis. 

(3) Jenis jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 
(1) huruf (d) menggunakan nama tokoh masyarakat 

Pasal 6 
(1) Jenis jalan yang diberi nama sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 4 ayat ( 1), berdasarkan statusnya, adalah : 
a. Jalan Nasional; 
b. Jalan Provinsi; 
c. Jalan Kabupaten; dan 
d. Jalan Desa/Jalan Lingkungan; atau 

e. Gang/Lorong 
(2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi. 

BAB IV 

JENIS JALAN DAN PENGELOMPOKAN 
NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM 

d. tidak ada nama jalan dan/atau sarana umum yang 
sama dalam daerah. 
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Pasal 9 
Jenis sarana umum yang diberikan nama sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) antara lain: 
a. pasar, pelabuhan/dermaga, taman, stadion terbuka, 

stadion tertutup, lapangan terbuka/ alun-alun, 
terminal; 

b. jembatan, monumen, tugu/menara; 
c. gedung, kantor, balai pertemuan/aula; 
d. sarana peribadatan; 
e. perusahaan daerah; dan 
f. tarn.an makam pahlawan dan tempat pemakaman 

Pasal 8 
Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
untuk: 
a. Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan 

dengan pemerintah pusat; 
b. Jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan 

dengan pemerintah provinsi; dan 
c. Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa. 

lokal, atau kata yang mencerminkan nilai-nilai 
religius/keagamaan atau nama flora/fauna, atau 
nama-nama geografis setempat, atau kata yang 
mencerminkan semangat membangun, kegotong 
royongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka 
penanaman jiwa dan nilai-nilai Pancasila. 

(4) Penamaan gang/lorong dapat disesuaikan dengan 
nama jalan dimana gang/lorong dimaksud berada dan 
diberi nomor urut dengan angka romawi, atau kata 
yang mencerminkan nilai-nilai religius/ keagamaan, 
atau menggunakan kata yang mencerminkan 
semangat membangun, kegotong royongan, persatuan 
dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan nilai 
nilai Pancasila 
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royongan, kegotong membangun, semangat 
mencerminkan sepanjang lain 1. nama-nama 

Pasal 10 
(1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat 

diusulkan oleh : 
a. Pemerintah Daerah; 
b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku 

adat; 
c. keluarga/ ahli waris dari tokoh pejuang dan atau 

tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan 
negara serta daerah; 

d. kelompok masyarakat dan/ atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat; 

e. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan 
jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; 
a tau 

f. badan usaha swasta sejenisnya. 
(2) Nama jalan dan sarana umum yang diusulkan dapat 

diambil dari: 
a. nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat 

nasional, regional maupun lokal; 
b. nama tempat bersejarah; 
c. nama peristiwa bersejarah; 
d. nama/istilah yang mencerminkan adat dan/atau 

kebudayaan lokal; 
e. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal 

dunia dan dianggap berjasa bagi daerah; 
f. nama flora dan fauna; 
g. nama geografis; 
h. nama/ istilah yang mencerminkan nilai-nilai 

religius / keagamaan; dan 

BABV 

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN 

DAN SARANA UMUM 
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Pasal 12 

(1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana 

umum yang telah ada dapat diubah dan diganti. 

(2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus 

mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di 

sepanjang jalan terse but. 

(3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan, maka 

harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada 

masyarakat. 

(4) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

(1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih 

dahulu dilakukan pengelompokan jalan kedalam zona 

zona tertentu menurut kelas jalannya. 

(2) Pengelompokan jalan kedalam zona-zona dilakukan 

sebagai acuan dalam menentukan jenis nama jalan 

yang akan digunakan. 

(3) Jumlah zona dan penetapan jenis nama jalan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan 

dan ketertiban umum, tidak menyinggung suku, 

agama, ras dan antar golongan dan tidak memakai 

istilah asing, nama perusahaan, merk dagang atau 

kata yang berbau komersial. 

(3) Pemberian nama jalan atau sarana umum dengan 

menggunakan nama pahlawan dan/ atau tokoh 

masyarakat harus mempertimbangkan klasifikasi 

berdasarkan kelas jalan dan besar kecilnya bangunan. 
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Pasal 15 
(1) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat 

nama yang sama pada masing-masing ujung jalan 

rernebJJ! 

Pasal 14 
( 1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama 

wajib dipasangkan tiang papan/ plat nama. 
(2) Tulisan nama jalan dan sarana umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan huruf latin; 
(3) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara 

penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama 
jalan dan sarana umum diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB VII 

TlANG, PAPAN/PLAT, DAN TULISAN NAMA JALAN DAN 

SARANA UMUM 

Pasal 13 
( 1) Nam.a jalan dan atau sarana umum yang diusulkan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diajukan secara 
tertulis kepada bupati dengan mengajukan maksimal 2 
(dua) alternatif nama beserta alasan dan latar 
belakang usulan dimaksud. 

(2) Nam.a jalan dan sarana umum yang diusulkan untuk 
dirubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dapat 
mempedomani ketentuan dalam ayat (1). 

(3) Prosedur dan persyaratan serta tata cara pengajuan 
usulan nama jalan dan sarana umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA 

UMUM 
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BAB VIII 

KETENTUAN PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN 

Pasal 17 

( 1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta 

maupun rnilik Pemerintah dalam wilayah Kabupaten 

Konawe Kepulauan harus diberi nomor bangunan 

secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu, 

yang clitentukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana 
nin,:::iks1H'I n:::in:::i :::IV:::lt (1 \ OltPt:::ink:::in SPh:::!P-:::li ber-ikrrt . 

Pasal 16 

(1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan 

Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek 

perumahan yang dibangunnya sebelum diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah, atau paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah jalan clibangun. 

(2) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan 

Pemerintah Daerah melalui Dinas, dan harus 

clitetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Perencanaan, pembuatan/ pengadaan, dan 

pemasangan serta pemeliharaan pa pan/ plat nama 

jalan dan sarana umum clibiayai oleh: 

a. untuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan 

kabupaten, serta sarana umum yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh 

Pemerintah Daerah dan dapat clikerjasamakan; dan 

b. untuk jalan desa/jalan lingkungan clibiayai oleh 

Pemerintah Desa bersangkutan; 

(3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan 

papan/ plat nama jalan yang berada di lingkungan 

komplek perumahan clibiayai oleh pengembang selama 

fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah 

daerah. 
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Pasal 20 
Untuk keperluan keindahan (estetika) dan/ a tau untuk 
lebih mudah dibaca/dikenali, pemilik atau pengguna 
bangunan dapat membuat papan/plat nomor bangunan 
SPnrHri VAnP' hPrhPnA nAri kPtPnh1An PAsAl 1 R AVAt (?) 

Pasal 19 
(1) Nomor bangunan harus dituliskan pada papan/plat 

tertentu yang dilengkapi dengan Logo Daerah dan 
mencantumkan tulisan nama Dusun/RW serta RT 
setempat, nama desa/kelurahan, nama kecamatan, 
serta nomor Kode Pos. 

(2) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara 
penulisan, dan penempatan papan/plat nomor 
bangunan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 18 
Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan 
tertentu atau perumahan dapat menggunakan istilah 
"kavling" atau "blok" sebagai identitas tambahan suatu 
bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan. 

a. nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah 

kirijalan. 

b. nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah 

kanan. 

(3) Bangunan yang terletak dibelakang dari bangunan lain 

diberi nomor sama dengan nomor bangunan yang ada 

didepannya dengan tambahan huruf / alphabet yang 

dimulai dari huruf "A" dan seterusnya. 

(4) Bangunan yang terletak dipersimpangan jalan diberi 

nomor mengikuti penomoran bangunan pada jalan 

dimana pintu utama bangunan tersebut menghadap. 

(5) Sisi kiri dan sisi kanan jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf (a) dan (b) ditentukan berdasarkan 
titik O (nol) kilometer kota Langara. 
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~~r~n~ 11m11m n~n nomor h~n011n~n 

Pasal 24 
(1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan, sarana 

umum, dan nomor bangunan tanpa izin tertulis dari 
Bupati. 

(2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, 
merusak dan atau memusnahkan papan nama jalan, 

BAB IX 
LARANGAN 

Pasal 23 

(1) Untuk kepentingan pengkajian pemberian nama jalan 
dan sarana umum, serta penomoran bangunan yang 
tepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
dapat dibentuk suatu Tim Kerja. 

(2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 22 
Setiap berdiri suatu bangunan baru, Ketua RT dan/ atau 
RW /Kepala Dusun setempat wajib melakukan pendataan 
dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui 
Dinas guna dilakukan pengaturan nomor bangunan baru 
terse but. 

pemasangan papan/plat nomor bangunan dibiayai 
oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan. 

(2) Pemeliharaan papan/plat nomor bangunan dilalrukan 
dan dibiayai oleh pemilik atau pengguna bangunan 
bersangkutan. 

bangunan yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 18. 
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Pasal 27 
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama 

nama jalan dan saranan umum di Kabupaten Konawe 
Kepulauan yang telah ada tetap berlaku sepanjang 
belum diubah dan/ atau disesuaikan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di 
Kabupaten Konawe Kepulauan tetapi belum ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan 
dengan Peraturan Daerah ini. 

BABXT 

KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 26 
( 1) Barang siapa dengan sengaja a tau karena kelalaiannya 

merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta 
papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana 
dimaksud pada pasal 24 dipidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
25.000.000,- (dua puluh Inna juta rupiah.); 

(2) Tindak pidana sebagaimana diinaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

BABX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25 

Kepala Dinas dapat memerintahkan mengambil/ 

menyingkirkan pa pan/ plat nama jalan a tau sarana 

umum dan/atau papan/plat nomor bangunan atau 

sarana umum yang bertentangan dengan Peraturan 

Daerah ini. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR: .. ~( ;1, ( '2,0\~ 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 

NOMOR f. 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal 2019 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal 2019 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 

Pasal 28 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Jalan adalah salah satu prasarana transportasi penting yang 
menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan sarana umum 
seperti terminal, pasar, stadion, masjid, dan lain-lain merupakan obyek 
penting dan vital dalam bagi masyarakat dan pemerintah. 

Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan dan sarana 
umum diberi nama sebagai identitas. Nama jalan dan sarana umum 
seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah 
setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi 
tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut. 

Sedangkan penomoran bangunan memiliki makna dan manfaat yang 
juga tak kalah penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum; 
Yakni untuk memudahan pencarian/identifikasi alamat. Kejelasan alamat 
yang ditunjukkan melalui nama jalan dan nomor bangunan adalah suatu 
keniscayaan dalam peri-kehidupan masyarakat modem. 

Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai sebuah kabupaten muda di 
Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana 
dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai visi Kabupaten Konawe 
Kepulauan yakni "Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang 
Be bas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya". 
Salah satu misi yang dijalankan adalah Membangun satelit pemerintahan 
dan ekonomi pada kawasan ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan. Misi ini 
berkorelasi dengan keteraturan dan ketertiban sarana dan prasarana yang 
dibangun di kawasan ibukota Langara. 

Hingga menjelang 4 (empat) tahun usia Kabupaten Konawe 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR }Q. TAHUN 2019 
TENTANG 

PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM 
SERTA PENOMORAN BANGUNAN 



,JaJao KeJas Kbusus acialah ialan arteri yang daoat dilalui 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

(1) Cukup jelas 

( 1) Yang dimaksud dengan : 

a. Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan jalan kolektor, yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar maksimum 

2.500 mm, panjang maksimum 18.000 mm dan tinggi 

maksimum 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat maksimum 

10 ton; 

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal dan 

lingkungan, yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan 

ukuran lebar maksimum 2.500 mm, panjang maksimum 12.000 

mm dan tinggi maksimum 4.200 mm, dan muatan sumbu 

terberat maksimum 8 ton; sedangkan 

dan sarana umum yang ada belum diberi nama serta bangunan-bangunan 

beluum diberi nomor. Lebih jauh, hal ini berdampak pada kesulitan dalam 

penatapan kelas jalan, penetapan garis sempadan jalan, hingga penentuan 

NJOP atas tanah dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk 

membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam 

hal pemberian nama jalan dan sarana umum serta penomoran bangunan di 

Kabupaten Konawe Kepulauan. 
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Pasal J 6 

panjang melebihi 18.000 mm dan tinggi maksimum 4.200 mm, 

dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton 

b. Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal dan 

lingkungan, yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan 

ukuran lebar maksimum 2.100 mm, panjang maksimum 9.000 

mm dan tinggi maksimum 3.500 mm, dan muatan sumbu 

terberat maksimum 8 ton 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

(1) Cukup jelas 

(2) Cukup jelas 

(3) Pemberian nama jalan dan sarana umum dengan menggunakan 

nama pahlawan dan atau tokoh masyarakat harus 

mempertimbangkan klasifikasi jalan dan tingkat ketokohan 

pahlawan atau tokoh masyarakat dimaksud. Misalnya nama 

pahlawan nasional tidak pantas untuk dijadikan nama jalan di 

komplek perumahan, atau nama jalan lingkungan di desa, atau 

dijadikan nama lapangan sepak bola sederhana di desa. 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA, 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
NOMOR .... 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 
Pasal 21 

Cukupjelas 
Pasal 22 

Cukupjelas 
Pasal 23 

Cukupjelas 
Pasal 24 

Cukupjelas 
Pasal 25 

Cukupjelas 
Pasal 26 

Cukupjelas 
Pasal 27 

Cukupjelas 
Pasal 28 

Cukupjelas 
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